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7. Lokasi Penelitian : SD Inklusi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

8. Hasil yang ditargetkan

Secara umum, hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah tersusunnya sebuah buku tentang pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Buku tersebut dimaksudkan untuk mendukung terlaksananya education for all, dan dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pendidikan inklusif di Provinsi DI Yogyakarta.

Secara khusus, hasil yang diharapkan dari penelitian tentang pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar adalah:

a. Tahun pertama (2012)

1)  Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.

2)   Diperolehnya potret pengelolaan kelas yang dilakukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar untuk di Provinsi DI Yogyakarta. 

3)   Tersusunnya analisis kebutuhan (needs assessment) sekolah dalam pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.

4) Terlaksananya proses pengembangan kerangka (draft) buku model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.

b. Tahun kedua (2013)

1)  Terlaksananya pemantapan draft buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.

2)  Tersusunnya buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta. 

3)  Terlaksananya ujicoba buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.
4)  Terlaksananya monitoring dan evaluasi ujicoba, yang hasilnya digunakan untuk merevisi buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta
5)  Terlaksananya revisi buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.
6)  Terlaksananya desiminasi hasil penelitian dan terumuskannya rekomendasi kebijakan terkait dengan buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.
9. Institusi lain yang terlibat:

a. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi DI Yogyakarta.
b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi DI Yogyakarta.
c. Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
d. Kelompok Kerja Inklusi Provinsi DI Yogyakarta.
10. Keterangan lain yang dianggap perlu:
Penelitian ini direncanakan  melibatkan pihak penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar, meliputi:  kepala sekolah, kelompok kerja inklusi sekolah, guru kelas maupun guru matapelajaran, guru pembimbing khusus (GPK), orangtua siswa, masyarakat, komite sekolah, dan pemerintah daerah. Selain itu, target akhir penelitian ini adalah dihasilkannya sebuah buku tentang pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Target khusus yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah a) Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar. b) Diperoleh potret pengelolaan kelas yang dilakukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar. c) Tersusun buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.
Untuk mencapai target tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (research and development), yang terdiri atas dua tahap. Tahap I (tahun I) merupakan base line study untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar. Kemudian tersusunnya analisis kebutuhan (needs assessment) sekolah dalam pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar.

Tahap II (tahun II) merupakan tahap pengembangan buku model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar. Terlaksananya ujicoba, terlaksananya monitoring dan evaluasi ujicoba, terlaksananya revisi buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar, dan terlaksananya desiminasi hasil penelitian dan terumuskan rekomendasi kebijakan terkait dengan buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta. Subjek dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi partisipasi, dan wawancara mendalam (indept interview). Analisis data dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif.
BAB I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan individu atau anak-anak berkebutuhan khusus, secara riil ada di sekolah umum tidak hanya ada di sekolah luar biasa. Dalam kenyataannya, begitu banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang dapat kita temui di sekolah reguler terutama di sekolah-sekolah tingkat rendah seperti di sekolah dasar. Dengan adanya anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar, dimana ada karakteristik anak berkebutuhan khusus yang tidak begitu mencolok secara signifikan, menyebabkan guru mengalami kesulitan untuk mengenalinya. Sebut saja anak-anak tunagrahita ringan dengan tingkat kecerdasan atau IQ 70/75 dan anak berkesulitan belajar spesifik. Kondisi dan keberadaan anak ini di sekolah tentu secara fisik tidak akan menampakkan perbedaannya secara signifikan. Untuk itulah guru-guru  di sekolah dasar tersebut mengalami kesulitan dalam mengenalinya. 

Dengan adanya ketidaktahuan guru sekolah dasar dalam mengenali anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah atau di kelasnya, maka hal ini akan berdampak bagi guru dalam memberikan layanan pembelajaran. Guru-guru bahkan tidak jarang memberikan label bagi anak-anak tersebut dengan sebutan yang kurang menguntungkan. Dengan adanya sebutan, persepsi yang salah dan akhirnya memberikan layanan pendidikan yang salah atau kurang tepat bagi anak-anak berkebutuhan khusus maka hal ini akan merugikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. Dengan adanya kesalahan persepsi dan kesalahan dalam memberikan layanan tentu akan berdampak dalam pengembangan potensi dari anak-anak berkebutuhan khusus tersebut. 
Model layanan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, yang sekarang ini sedang banyak dicobakan adalah model inklusif.  Pendidikan inklusif merupakan layanan pendidikan yang mensyaratkan anak-anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat memerlukan adanya pengelolaan yang baik. Manajemen sekolah dan manajemen kelas sangat memengang peranan penting dalam keberterimaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Tanpa adanya keterlibatan manajemen yang baik maka pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tidak akan terlaksana dengan baik pula. Keterlibatan manajemen sekolah tersebut antara lain: 1) penyamakan persepsi oleh warga sekolah yang dimotori oleh kepala sekolah atau wakil kepala sekolah urusan manajemen inklusif di sekolah tersebut, 2) menyusun program sekolah atau program kelas, 3) melaksanakan implementasi, 4) melakukan pendampingan, dan 5) melakukan sosialisasi ataupun publikasi. Dengan adanya keseriusan keterlibatan manajemen sekolah, maka penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah tersebut dapat terselenggara dengan baik. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tersebut dapat memberikan keramahan dan keberterimaan bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

B. Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang akan dicapai melalui penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu :
1. Tahun pertama (2012)
a. Teridentifikasinya permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.

b. Diperolehnya potret pengelolaan kelas yang dilakukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar untuk di Provinsi DI Yogyakarta. 

c. Tersusunnya analisis kebutuhan (needs assessment) sekolah dalam pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.

d. Terlaksananya proses pengembangan kerangka (draft) buku model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.

2. Tahun kedua (2013)
a. Terlaksananya pemantapan draft buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.

b. Tersusunnya buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta. 

c. Terlaksananya ujicoba buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.

d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi ujicoba, yang hasilnya digunakan untuk merevisi buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta

e. Terlaksananya revisi buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.

f. Terlaksananya desiminasi hasil penelitian dan terumuskannya rekomendasi kebijakan terkait dengan buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.

C. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Menjadi anak berkebutuhan khusus bukanlah pilihan setiap orang, namun menjadi individu berkebutuhan khusus harus mendapatkan pula perhatian dalam hal pendidikan. Bukankah setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Setiap individu juga wajib mensukseskan wajib belajar 9 tahun. Pendidikan dilaksanakan agar peserta memperoleh kesempatan mengembangkan potensinya. Dengan mengembangkan potensi yang dimilikinya, peserta didik dapat memiliki kesempatan untuk memiliki peran yang lebih besar di masyarakat. Anak berkebutuhan khusus, bila harus selalu dipaksakan mengikuti pendidikan di sekolah luar biasa ternyata banyak permasalahannya, seperti masalah jarak, tidak efisiensinya biaya, dan faktor keamanan anak. Untuk itu pendidikan inklusif merupakan salah satu alternatif pendidikan yang dapat diberikan kepada anak berkebutuhan khusus.
Untuk mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif yang sekarang ini sedang tumbuh di sekolah-sekolah reguler seperti ditingkat sekolah dasar, maka keterlibatan manajemen sekolah sangat penting. Keterlibatan ini dalam bentuk penyusunan program sekolah dalam penyelenggaraan inklusif, membangun budaya keterbukaan dan ramah untuk semua, penyediaan sarana prasarana, membangun persepsi diantara sesama guru atau yang terlibat di sekolah, bahkan sampai dengan urusan membangun jejaring dengan pihak-pihak pendukung lainnya. Tanpa adanya dukungan manajemen sekolah yang baik, termasuk menyediakan manajemen inklusif di sekolah tersebut, proses pendidikan inklusif di sekolah akan mengalami banyak hambatan. Namun sayang sampai saat ini panduan tentang model pengelolaan sekolah ataupun pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif khususnya di Provinsi DIY belum ada. Untuk itulah penelitian tentang pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi sangat penting.
BAB II. STUDI  PUSTAKA

Model layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari masa ke masa mengalami perubahan dan perkembangan. Model pendidikan khusus tertua adalah model segregasi yang menempatkan anak berkelainan di sekolah-sekolah khusus, terpisah dari teman sebayanya. Sekolah-sekolah ini memiliki kurikulum, metode mengajar, sarana pembelajaran, sistem evaluasi, dan guru khusus. Dari segi pengelolaan, model segregasi memang menguntungkan, karena mudah bagi guru dan administrator dalam pengelolaannya. Namun demikian, dari sudut pandang peserta didik, model segregasi ini sangat merugikan. Model segregatif tidak menjamin kesempatan anak berkebutuhan khusus mengembangkan potensi secara optimal, karena kurikulum dirancang berbeda dengan kurikulum sekolah biasa. Kecuali itu, secara filosofis model segregasi tidak logis, karena menyiapkan peserta didik untuk kelak dapat berintegrasi dengan masyarakat normal, tetapi mereka dipisahkan dengan masyarakat normal. Kelemahan lain yang tidak kalah penting adalah bahwa model segregatif relatif mahal.

Perkembangan selanjutnya mengenai model layanan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus adalah model mainstreaming. Model pendidikan ini muncul pada pertengahan abad keduapuluh. Belajar dari berbagai kelemahan model segregatif, model mainstreaming memungkinkan berbagai alternatif penempatan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Alternatif yang tersedia mulai dari yang sangat bebas (kelas biasa penuh) sampai yang paling berbatas (sekolah khusus sepanjang hari). Oleh karena itu, model ini juga dikenal dengan model yang paling tidak berbatas (the least restrictive environment), artinya seorang anak berkebutuhan khusus harus ditempatkan pada lingkungan yang paling tidak berbatas menurut potensi dan jenis/tingkat kebutuhan atau kelainannya. Namun sayang model mainstreaming pun juga tidak dapat berkembang dengan baik di Indonesia. Padahal bila dicermati layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang dikemukakan Deno (1970) ada beberapa tingkatan atau hirarki sebagai berikut: 1) kelas biasa penuh, 2) Kelas biasa dengan tambahan bimbingan di dalam, 3) Kelas biasa dengan tambahan bimbingan di luar kelas, 4) Kelas khusus dengan kesempatan bergabung di kelas biasa, 5) Kelas khusus penuh, 6) Sekolah khusus, dan 7) Sekolah khusus berasrama. Mestinya berbagai herarki tersebut dapat dipilih agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan yang baik.

Layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus yang sekarang ini marak di sekolah-sekolah reguler adalah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sekolah ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusif merupakan perkembangan terkini dari model pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus secara formal. Prinsip mendasar dari pendidikan inklusif adalah selama memungkinkan, semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada mereka. Pendidikan inklusif adalah proses pendidikan yang menghadirkan individu berkebutuhan khusus untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah reguler. Banyak alasan mengenai pentingnya pendidikan inklusif ini, namun demikian penyelenggaraan pendidikan tidak bersih dari kritik ataupun pro kontra. Walaupun pendidikan inklusif ini telah banyak dasar hukum yang mendukungnya, seperti Deklarasi Bandung, Permendiknas No. 70 tahun 2009, dan lain-lain. Namun terlepas dari pro kontra, pendidikan inklusif ini sekarang mulai tumbuh di Indonesia.

 Sebagaimana menurut Sue Stubbs dalam Didi Tarsidi (2002). Definisi pendidikan inklusif harus terus berkembang jika pendidikan inklusif ingin tetap menjadi jawaban yang riil dan berharga untuk mengatasi tantangan pendidikan dan hak asasi manusia. Akhirnya, mendefinisikan pendidikan inklusif itu penting karena banyak orang masih menganggap bahwa pendidikan inklusif hanya merupakan versi lain dari PLB. Konsep utama dan asumsi yang melandasi pendidikan inklusif adalah justru dalam berbagai hal bertentangan dengan konsep dan asumsi yang melandasi ‘pendidikan luar biasa’.

Pendidikan inklusif berupaya memposisikan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu, dan sesuai dengan potensi dan tuntutan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural. Selain itu pendidikan inklusif berupaya agar anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesamaan akses dalam segala aspek kehidupan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya, dan terutama dalam bidang pendidikan, sehingga menjadi generasi penerus yang handal, individu yang bermartabat. Untuk itu agar dalam pelaksanaannya terutama di sekolah dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan, maka keterlibatan manajemen sekolah menjadi sangat penting. Penyelenggaraan pendidikan inklusif sangat memerlukan adanya pengelolaan yang baik. Manajemen sekolah sangat memengang peranan penting dalam keberterimaan pendidikan inklusif di sekolah tersebut. Tanpa adanya keterlibatan manajemen yang baik maka pelaksanaan pendidikan inklusif di sekolah tidak akan terlaksana dengan baik pula. 

Sebagaimana dikemukakan Hermanto, (2010). Sebagai bentuk keterlibatan manajemen sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sesungguhnya kegiatan ini sangatlah banyak. Dari kepala sekolah sebagai pemegang legalitas formal tertinggi, mempunyai tugas sebagai: 1. Penanggung jawab manajemen di sekolah. 2. Melakukan ikrar pelibatan manajemen bahwa sekolah siap melaksanakan pendidikan inklusif. 3. Menetapkan kebijakan mutu kaitannya dengan inklusif. 4. Memastikan tujuan mutu telah ditetapkan & dikomunikasikan. 5. Melakukan tinjauan manajemen. 6. Memastikan tersedianya sumber daya & dukungan dari semua pihak dalam keterlaksanaan pendidikan inklusif.  Bagitu juga wakil kepala sekolah, maka sebagai wakil kepala sekolah urusan inklusi atau sebagai koordinator inklusif di sekolah harus selalu melakukan  proses pengembangan dan penyempurnaan sistem inklusif di sekolah. Bertanggungjawab merumuskan program-program pendidikan inklusif di sekolah. (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi). Melakukan sosialisasi, koordinasi, kerjasama, dengan berbagai pihak untuk keberhasilan pendidikan inklusif di sekolah. Berusaha mengurangi ketergantungan dengan guru pembimbing khusus dalam menyiapkan pembelajaran kompensatoris.
Dengan adanya keterlibatan manajemen sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka sekolah tentunya akan berusaha membentuk tim pengkaji tentang pendidikan inklusif, melakukan pemahami tentang konsep anak berkebutuhan khusus. Sekolah akan berusaha memahami konsep pendidikan inklusif dan melakukan proses evaluasi tentang pelaksanaan inklusif di sekolahnya. Melakukan komunikasi dan mengkoordinasikan hasil analisis untuk mendapatkan tanggapan dari warga sekolah & dukungan dari pihak lain. Sekolah tentunya akan melakukan pengambilan keputusan untuk terus maju dalam penyelenggaraan inklusif dan didukung dengan membuat action plan. Meningkatkan pemahaman/komitmen bersama juga penguatan SDM Guru Non GPK menjadi bagian yang akan terus dilakukan. Dengan adanya keterlibatan manajemen sekolah maka sekolah penyelenggara inklusif tentunya akan melakukan langkah-langkah nyata dalam mendukung tercapainya pendidikan inklusif di sekolah tersebut dengan program; 1. Penguatan manajemen, 2. Melaksanakan  asesmen ABK, 3. Merancang & menyiapkan Program Pembelajaran Individual, 4. Merancang modifikasi kurikulum, 5. Merancang modifikasi pembelajaran. 6. Merancang modifikasi penilaian & evaluasi. 7. Melakukan proses pendampingan. 8. Penyediaan fasilitas atau sarana prasarana. dan 9. Membangun jejaring dan keterlibatan dengan pihak lain.
Dalam manajemen kelas inklusif tentu akan didesain sebaik-baiknya agar anak berkebutuhan khusus dapat belajar dengan nyaman. Menurut Djauzak Ahmad (1994) manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Adapun tujuan manajemen atau pengelolaan kelas (ibid, 1994) adalah: 1) Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar, yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya semaksimal mungkin. 2) Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar. 3) Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan menungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan inteleksual siswa di dalam kelas. 4) Membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. 
Dalam manajemen kelas, sebagai upaya untuk mensukseskan penyelenggaraan pendidikan inklusi dan sebagai wujud keterlibatan manajemen sekolah, maka sekolah akan berupaya mengembangkan model-model pembelajaran dan memilih model yang dipandang paling menguntungkan dan optimal bagi pengembangan potensi anak berkebutuhan khusus. Model yang dapat dikembangkan oleh sekolah misalnya; 1) Consultant Model, yaitu guru sebagai konsultan lepas, turut merancang dalam hal asesmen, pengembangan materi dan modifikasi kurikulum. 2) Teaming Model, yaitu guru sebagai konsultan merangkap pendidik intensif di kelas turut membantu mengembangkan materi dan strategi pembelajaran. 3) Co-Teaching Model, yaitu guru khusus (yang memahami anak berkebutuhan khusus) dan guru umum bekerja sama berbagi peran di dalam kelas. Dalam Co-Teaching Model ini bisa dibedakan dan dipilih misalnya: (a) One Teacher-One Support, yaitu satu guru dan satu orang guru pendukung (guru terlatih/psikolog) bertanggung jawab pada satu kelas. (b) Parallel Teaching Design, yaitu guru membagi kelas menjadi dua kelompok. Satu kelompok oleh guru biasa dan satu kelompok untuk guru pendukung.  (c) Station Teaching, yaitu satu materi satu guru sehingga terjadi perputaran dalam mengajar. Semua guru diharapkan memahami perkembangan anak berkebutuhan khusus. (d) Team Teaching, yaitu guru dan pendukung bersama mengisi pertemuan di kelas.

BAB III.  METODE PENELITIAN

a. Kerangka Konseptual

Pendidikan inklusif sangat memberikan keuntungan bagi anak berkebutuhan khusus dan bagi anak-anak umumnya pendidikan ini dapat menanamkan rasa dan sikap keberterimaan terhadap perbedaan. Pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai sekarang ini belum dilakukan, dan sekolah masih mencoba-coba dalam mencari bentuk. Begitu juga penelitian tentang pengembangan model pendidikan ini, di Provinsi DIY belum pernah dilakukan. Untuk itu dengan adanya penelitian ini  diharapkan mampu mengatasi permasalahan penyelenggaraan pendidikan inklusif terutama yang terkait dengan pengelolaan kelas. Untuk itu diperlukan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut : 

1) Setiap warga negara di Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, demikian pula halnya dengan anak-anak berkebutuhan khusus.

2) Keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus tersebar disetiap wilayah sedangkan keberadaan sekolah luar biasa banyak yang tidak mudah dijangkau oleh anak berkebutuhan khusus. 

3) Pendidikan inklusif merupakan isu baru untuk di Indonesia, sehingga kajian penyelenggaraan pendidikan ini belum banyak mendapat tanggapan dan perhatian dari ahli manajemen pendidikan.

4) Untuk memberikan wawasan kepada guru atau pihak sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, maka diperlukan ketersediaan referensi yang mudah didapat dan diakses.

5) Pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan inklusif yang didasarkan hasil penelitian khususnya yang diangkat dari realitas dan khas Indonesia, dan khususnya di Provinsi DIY perlu segera dilakukan.

Pengembangan model pengelolaan kelas penyelenggara inklusif yang didasarkan hasil penelitian dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah umum. Pengembangan model ini dengan mempertimbangkan hasil temuan, masukan, harapan dari pelaku pendidikan di sekolah dasar, dan berkarakteristik keindonesiaan, khusus Yogyakarta menjadi sangat perlu dilakukan. Dengan demikian akan ada ragam pemikiran tentang model pengelolaan kelas pendidikan inklusif yang diangkat dari akar budaya sendiri. 

[image: image1]

Pengembangan model pengelolaan kelas di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesempatan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Pengembangan model ini juga dimaksudkan untuk menggali berbagai permasalahan dan potensi yang dapat dilakukan dalam pengelolaan kelas terutama pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. Agar pengembangan model pengelolaan kelas di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan di sekolah, maka dapat didekati dengan sistem input-output sebagai berikut:
         INPUT                                     PROSES                                   OUTPUT

  INPUT



PROSES


OUTPUT






Gambar 2.  Sistem    Input - Output    pengembangan model pengelolaan kelas inklusif
b. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (Borg, W.R., 1981). Penelitian ini direncanakan memiliki 2 tahap, tahap pertama dilakukan di tahun I dan tahap kedua dilakukan di tahun II.  Penelitian tahap I merupakan base line study, untuk memotret permasalahan pengelolaan kelas dan analisis kebutuhan (needs assessment) yang dilakukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar untuk di Provinsi DI Yogyakarta. Tahapan penelitian digambarkan sebagai berikut.










Gambar 3.  Tahap Penelitian Selama Dua Tahun

Keterangan: Tahap I Tahun Anggaran 2012
Tahap pertama merupakan tahap untuk memotret permasalahan dan analisis kebutuhan pengelolaan kelas di SD dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
1) Melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.

2) Melakukan analisis kebutuhan (needs assessment) sekolah dalam pengelolaan kelas penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI Yogyakarta.

3) Melakukan proses pengembangan kerangka (draft) buku model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.

Secara terinci tahapan pertama (tahun I) penelitian dari  dua tahun yang direncanakan disajikan pada tabel 1.
Tabel 1
TAHAPAN PENELITIAN TAHUN PERTAMA

	TH
	KEGIATAN PENELITIAN
	HASIL YANG INGIN DICAPAI
	PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN
	METODE PENGUMPULAN DATA
	ANALISIS DATA

	   I
	Potret Permasalahan 

pengelolaan kelas yang dilakukan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar untuk di Provinsi DI Yogyakarta
	1.Identifikasi permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar
2. Need assessment dalam pengelolaan kelas inklusif tingkat sekolah dasar
	Pendekatan penelitian survey, pendekatan deskriptif eksploratif
	Wawancara,

Observasi

Partisipatif, Indepth interview, 
FGD, Kuesioner
	Analisis

Deskriptif

Kuantitatif dan Kualitatif 


Keterangan: Tahap II Tahun Anggaran 2013
Tahap kedua merupakan  tahap untuk mengembangkan buku model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar, dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:
a. Terlaksananya pemantapan draft buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.

b. Tersusunnya buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta. 

c. Terlaksananya ujicoba buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.

d. Terlaksananya monitoring dan evaluasi ujicoba, yang hasilnya digunakan untuk merevisi buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta

e. Terlaksananya revisi buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.

f. Terlaksananya desiminasi hasil penelitian dan terumuskannya rekomendasi kebijakan terkait dengan buku pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar di wilayah Provinsi DI  Yogyakarta.

Secara terinci tahapan kedua (tahun II) penelitian dapat disajikan dalam tabel 2 berikut:
Tabel 2

TAHAPAN PENELITIAN TAHUN KEDUA

	TH
	KEGIATAN PENELITIAN
	HASIL YANG INGIN DICAPAI
	PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN
	METODE PENGUMPULAN DATA
	ANALISIS DATA

	   II
	Mengembangkan buku model pengelolaan kelas dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar, ujicoba model secara terbatas, revisi pengembangan model, ujicoba model pengelolaan kelas dalam skala lebih luas, revisi model pengelolaan kelas inklusif, dan diseminasi

	1.Tersusunnya buku model pengelolaan kelas inklusif tk SD
2. Revisi buku model pengelolaan kelas inklusif tk SD buku model pengelolaan kelas inklusif tk SD
3. Sosialisasi & diseminasi buku model pengelolaan kelas inklusif tk SD 
	Pendekatan penelitian tindakan kelas
	Observasi partisipatif, Indepth interview, kuesioner
	Analisis

deskriptif

kuantitatif dan kualitatif 


Rancangan pelaksanaan penelitian pada tahun pertama dan tahun kedua tentang pengembangan model pengelolaan kelas dalam penyeleng-garaan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar ini, dapat digambarkan dalam diagram alir langkah penelitian sebagai berikut.
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c. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi ditentukan secara purposive sampling  atau dipilih dengan tujuan dan sengaja, karena karakteristik wilayah yang dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yaitu sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

d. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini  akan menggunakan dua metode yang saling melengkapi yaitu:

· Observasi Partisipasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi selama pengelolaan kelas dan analisis kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat sekolah dasar. 
· Wawancara  dilakukan kepada pihak-pihak yang sangat berkompeten tentang pengembangan model pengelolaan kelas inklusif ditingkat sekolah dasar, untuk melengkapi data hasil observasi partisipatif. Wawancara mendalam (indept interview)  dilakukan kepada responden kunci yaitu orang-orang yang mempunyai keterlibatan dalam pengelolaan kelas inklusif tingkat sekolah dasar, kepala sekolah, pokja inklusif DIY, Dinas pendidikan kabupaten/kota, pengawas SD, pengawas SLB, dan dosen ahli manajemen kelas. 
e. Analisis Data

Pada tahap I, penelitian ini  menggunakan pendekatan survei dan pendekatan deskriptif eksploratif. Terkait dengan pendekatan ini,  data yang terkumpul secara serempak dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan kelas inklusif dan analisis kebutuhan dalam pengelolaan kelas inklusif di sekolah dasar digunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Demikian pula halnya untuk pengembangan model pengelolaan kelas inklusif, digunakan  analisis data secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Pada tahap II, penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

BAB IV. PEMBIAYAAN
Total dana yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah  Rp. 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah). Pada tahun pertama dana penelitian yang diperlukan sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan tahun kedua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian setiap tahapnya sebagai berikut.

	No
	Jenis Pengeluaran
	Tahap I
	Tahap  II

	1.
2.

3.

4.  

5.
6.
	Honor/Upah

Bahan habis Pakai

Perjalanan 

Seminar / Lk.Karya

Monitoring
Lain-lain
	                8.000.000,-

  6.000.000,-

15.000.000.-

  9.5.000,-

        -
4.000.000.-
	    12.880.000,-

    13.025.000,-

      8.900.000,-    

    11.195.000,-

      2.000.000,-,

	
	J  u  m  l  a  h
	 41.000.000,-
	   50.000.000,-


Rincian anggaran selengkapnya terlampir.
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Lampiran 1.

JUSTIFIKASI ANGGARAN

Tahun I  (2012):

1. Gaji dan Upah :

	No.
	Pelaksana
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Bulan 
	Honor/Bulan
	Biaya

	1.
	Peneliti Utama
	1
	5
	Rp. 400.000,00
	Rp. 2.000.000,00

	2.
	Anggota Peneliti
	3
	5
	Rp. 300.000,00
	Rp. 4.500.000,00

	3.
	Teknisi (Mhs)
	2
	4
	Rp. 187.500,00
	Rp. 1.500.000,00

	
	Jumlah Biaya
	Rp. 8.0000.000,00


2. Bahan

	No
	Nama Bahan
	Volume
	Biaya Satuan
	Biaya

	1
	Keras HVS
	30 rim
	Rp.25.000,00
	Rp. 750.000,00

	2
	Kertas Continous
	3 box
	Rp.250.000,00
	Rp. 750.000,00

	3.
	Alat Tulis (bolpoin, penggaris, pensil, penghapus)
	100 buah
	Rp.3000,00
	Rp. 300.000,00


	4
	Amplop besar,sedang, kecil
	3 dos
	Rp.50.000,00
	Rp. 150.000,00

	5
	Disket
	8 dos
	Rp.50.000,00
	Rp. 400.000,00

	6
	stopmap
	300 lbr
	Rp.500,00
	Rp. 150.000,00

	7.
	Film Transparan
	1 dos
	Rp.500.000,00
	Rp. 500.000,00

	8
	Tinta Risograp
	2 tube
	Rp.330.000,00
	Rp. 660.000,00

	9
	Tinta Printer Warna
	3 unit
	Rp.450.000,00
	Rp. 1.350.000,00

	10
	Kaset audio
	20 buah
	Rp. 8.000,00
	Rp. 160.000,00

	11
	Kaset Video
	10 buah
	Rp.35.000,00
	Rp. 350.000,00

	12
	Film Negatif Colour
	15 rol
	Rp.30.000,00
	Rp. 450.000,00

	
	Jumlah biaya
	
	
	Rp. 6.000.000,00


3. Perjalanan

	No
	Kota/Tempat Tujuan
	Volume
	Biaya Satuan
	Biaya

	1
	Lokal Yogya
	4 x 30
	Rp.15.000,00
	Rp. 3.000.000,00

	2
	Yogya - Wonosari
	4 x 25
	Rp.30.000,00
	Rp. 3.000,000,00

	3
	Yogya – Bantul
	4 x 25
	Rp.30.000,00
	Rp. 3.000,000,00

	4
	Yogya - Sleman
	4 x 25
	Rp.30.000,00
	Rp. 3.000,000,00

	5
	Yogya - Kulonprogo
	4 x 25
	Rp.30.000,00
	Rp. 3.000,000,00

	
	Jumlah biaya
	
	
	Rp. 15.000.000,-


4. Pelatihan

	No
	Nama Kegiatan
	Volume
	Biaya Satuan
	Biaya

	1
	Instruktur/Nara Sumber
	5 orang
	Rp.600.000,00
	Rp. 3.000.000,00

	2
	Pelatihan Calon Tutor di Lapangan
	2 hari x 10 
	Rp.300.000,00
	Rp. 6.000.000,00

	3
	Administrasi Pelatihan
	1 kegiatan
	Rp.500.000,00
	Rp. 500.000,00

	
	Jumlah biaya
	Rp. 9.500.000,00


5. Lain-lain (Admininstrasi, Publikasi, dan Operasional)

	No
	Uraian Kegiatan
	Volume
	Biaya Satuan
	Biaya

	1
	Seminar/Desiminasi
	 2 keg
	Rp.500.000,00
	Rp. 1.000.000,00

	2
	Analisis data
	2 keg.
	Rp.500.000,00
	Rp. 1.000.000,00

	3
	Penulisan draf untuk Laporan seminar
	2 keg.
	Rp.500.000,00
	Rp. 1.000.000,00

	4
	Revisi laporan
	1 Keg.
	Rp.500.000,00
	Rp. 500.000,00

	5
	Fotocopy dan penjilidan laporan
	1 keg.
	Rp.1.000.000,00
	Rp.1.000.000,00

	6
	Penepakan dan pengiriman
	1 keg
	Rp. 500.000,00
	Rp. 500.000,00

	
	Jumlah biaya
	Rp. 4.000.000,00


6. Jumlah Anggaran Tahun ke I  (2012)
	Uraian
	Jumlah

	Gaji dan upah
	Rp. 6.500.000,00

	Bahan
	Rp. 6.000.000,00

	Perjalanan
	Rp. 15.000.000,00

	Pelatihan/Seminar
	Rp. 9.500.000,00

	Lain-lain
	Rp. 4.000.000,00

	Jumlah total
	Rp. 41.000.000,00

	Jumlah terbilang
	Empat puluh satu juta rupiah


Rincian Anggaran Tahun ke II (2013)
1. Gaji dan upah

	No.
	Pelaksana
	Jumlah Pelaksana
	Jumlah Bulan 
	Honor/Bulan
	Biaya

	1.
	Peneliti Utama
	1
	10
	Rp. 200.000,00
	Rp. 2.000.000,00

	2.
	Anggota Peneliti
	3
	10
	Rp. 150.000,00
	Rp. 3.000.000,00

	3.
	Teknisi
	2
	10
	Rp. 75.000,00
	Rp. 1.500.000,00

	
	Jumlah Biaya
	Rp. 8.000.000,00


2. Bahan

	No
	Nama Bahan
	Volume
	Biaya Satuan
	Biaya

	1
	Keras HVS
	40 rim
	Rp.25.000,00
	Rp. 1.000.000,00

	2
	Kertas Continous
	3 box
	Rp.250.000,00
	Rp. 750.000,00

	3.
	Alat Tulis (bolpoin, penggaris, pensil, penghapus)
	100 buah
	Rp.3000,00
	Rp. 300.000,00



	4
	Amplop besar,sedang, kecil
	8 dos
	Rp.50.000,00
	Rp. 400.000,00

	5
	Disket
	8 dos
	Rp.50.000,00
	Rp. 400.000,00

	6
	stopmap
	300 lbr
	Rp.500,00
	Rp. 150.000,00

	7.
	Film Transparan
	1 dos
	Rp.500.000,00
	Rp. 500.000,00

	8
	Tinta Risograp
	2 tube
	Rp.330.000,00
	Rp. 660.000,00

	9
	Tinta Printer Warna
	3 unit
	Rp.450.000,00
	Rp. 1.350.000,00

	10
	Kaset audio
	20 buah
	Rp. 8.000,00
	Rp. 160.000,00

	11
	Kaset Video
	10 buah
	Rp.35.000,00
	Rp. 350.000,00

	12
	Film Negatif Colour
	15 rol
	Rp.30.000,00
	Rp. 450.000,00

	
	Jumlah biaya
	
	
	Rp. 6.250.000,00


3. Perjalanan
	No
	Kota/Tempat Tujuan
	Volume
	Biaya Satuan
	Biaya

	1
	Lokal Yogya
	4 x 30
	Rp.15.000,00
	Rp. 3.000.000,00

	2
	Yogya - Wonosari
	4 x 25
	Rp.30.000,00
	Rp. 3.000,000,00

	3
	Yogya – Bantul
	4 x 25
	Rp.30.000,00
	Rp. 3.000,000,00

	4
	Yogya - Sleman
	4 x 25
	Rp.30.000,00
	Rp. 3.000,000,00

	5
	Yogya - Kulonprogo
	4 x 25
	Rp.30.000,00
	Rp. 3.000,000,00

	
	Jumlah biaya
	
	
	Rp. 15.000.000,-


4. Pelatihan

	No
	Nama Kegiatan
	Volume
	Biaya Satuan
	Biaya

	1
	Instruktur/Nara Sumber
	3 orang
	Rp.500.000,00
	Rp. 1.500.000,00

	2
	Pelatihan Calon Tutor di Lapangan
	2 hari x 10 
	Rp.300.000,00
	Rp. 6.000.000,00

	3
	Administrasi Pelatihan
	1 kegiatan
	Rp.500.000,00
	Rp. 500.000,00

	
	Jumlah biaya
	Rp. 9.500.000,00


5. Lain-lain (Admininstrasi, Publikasi, dan Operasional)

	No
	Uraian Kegiatan
	Volume
	Biaya Satuan
	Biaya

	1
	Seminar
	2 keg
	Rp.500.000,00
	Rp. 1.000.000,00

	2
	Analisis data
	5 keg.
	Rp.500.000,00
	Rp. 1.500.000,00

	3
	Penulisan draf untuk Laporan seminar
	2 keg.
	Rp.500.000,00
	Rp. 1.500.000,00

	4
	Revisi laporan
	1 Keg.
	Rp.500.000,00
	Rp. 1.500.000,00

	5
	Fotocopy dan penjilidan laporan
	1 keg.
	Rp.1.000.000,00
	Rp.1.000.000,00

	6
	Pengepakan dan pengiriman
	1 keg
	Rp. 1.500.000,00
	Rp. 1.500.000,00

	
	Jumlah biaya
	Rp. 8.000.000,00


6. Jumlah Anggaran Tahun ke II 2012
	Uraian
	Jumlah

	Gaji dan upah
	Rp. 8.000.000,00

	Bahan
	Rp. 6.000.000,00

	Perjalanan
	Rp. 15.000.000,00

	Pelatihan
	Rp. 9.500.000,00

	Lain-lain
	Rp. 8.000.000,00

	Jumlah total
	Rp. 45.000.000,00

	Jumlah terbilang
	Lima puluh juta rupiah


Lampiran 2

JADWAL KEGIATAN TAHUN I
	No
	KEGIATAN / PENANGGUNG JAWAB
	BULAN

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Persiapan 

Hermanto, M. Pd.
	/////
	
	
	
	
	

	2
	Perizinan dan Penyusunan Instrumen Survey

Pujaningsih, M. Pd. 
	
	////
	
	
	
	

	3
	Survey/Penjaringan sekolah dasar Inklusif
Sukinah, M.Pd.
	
	  
	///
	
	
	

	4
	Identifikasi Sekolah sebagai sampel penelitian

Nurtanio A.P, M. Pd.
	
	
	/
	
	
	

	5
	Identifikasi permasalahan pengelolaan keas inklusif dan Need Asesment
Hermanto, M. Pd., Pujaningsih, M.Pd, Nurtanio AP, M.Pd
	
	
	
	 ////
	
	

	9
	Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data

Pujaningsih, M. Pd., Nurtanio AP, M.Pd.
	
	
	
	   /


	///
	

	10
	Evaluasi dan Seminar Hasil Penelitian Tahun I

Sukinah, M. Pd.
	
	
	
	
	  /
	

	11
	Revisi dan Penyusunan laporan final

Hermanto, M. Pd.
	
	
	
	
	
	///

	12
	Reproduksi hasil penelitian & Pengiriman

Sukinah, M. Pd.
	
	
	
	
	
	/


JADWAL KEGIATAN TAHUN II

	No
	KEGIATAN / PENANGGUNG JAWAB
	BULAN

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Persiapan 

Hermanto, M. Pd.
	/
	
	
	
	
	

	2
	Pengembangan draf buku model pengelolaan kelas inklusi
Nurtanio AP, M. Pd. 
	//
	
	
	
	
	

	3
	Penyusunan buku
Nurtanio AP, M.Pd., Hermanto, M.Pd.
	//
	///  
	
	
	
	

	4
	Ujicoba model pengelolaan kelas skala terbatas

Pujaningsih, M. Pd.
	
	//
	
	
	
	

	5
	Revisi buku pengembangan model pengelolaan klas
Sukinah, M. Pd.
	
	
	//
	
	
	

	9
	Ujicoba model pengelolaan skala luas

Hermanto, M. Pd.
	
	
	//
	///
	
	

	10
	Revisi model pengelolaan II

Nurtanio AP,  M. Pd.
	
	
	
	/
	/
	

	11
	Evaluasi dan Seminar Hasil Penelitian Tahun II

Pujaningsih, M.Pd.
	
	
	
	
	//
	

	12
	Revisi dan Penyusunan laporan final

Sukinah, M. Pd.
	
	
	
	
	/
	/

	13
	Diseminasi dan Sosialisasi

Nurtanio AP, M.Pd.
	
	
	
	
	
	/

	12
	Reproduksi hasil penelitian & Pengiriman

Hermanto, M. Pd.
	
	
	
	
	
	/


Lampiran 3
DUKUNGAN TERHADAP PELAKSANAAN PENELITIAN
1. Latar belakang keilmuan dari para anggota tim peneliti yang mempunyai latar belakang keilmuan yang kompeten yaitu dalam bidang pendidikan luar biasa dan manajemen pendidikan.

2. Kegiatan penelitian  ini di dukung oleh: (1) Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka ikut mensukseskan wajib belajar 9 tahun bahkan 12 tahun di DIY termasuk didalamnya adalah anak-anak berkebutuhan khusus, (2) Kepala Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif.
3. Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang pendidikan Inklusif, maka kabupaten dan kota, telah ada yang namanya pokja inklusi, dan organisasi lainnya. Dalam pelaksanaan penelitian ini organisasi tersebut dapat difungsikan untuk menjadi mitra diskusi dan sumber informasi, sumber masukan dalam pengembangan model pengelolaan kelas inklusif di sekolah dasar ini.
4. Secara geografis wilayah di DIY sangat bervariasi ada yang mudah dijangkau dan ada yang masih susah dijangkau, sementara keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus tersebar diberbagai wilayah sehingga tidak memungkinkan semua anak harus bersekolah di SLB/sekolah khusus. 

Lampiran 4
SARANA DAN PRASARANA
1. Jurusan Pendidikan Luar Biasa dan Jurusan Administrasi Pendidikan  FIP UNY telah memiliki laboratorium yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan penelitian dalam bidang pengembangan model pengelolaan kelas inklusif tingkat sekolah dasar.
2. Penelitian ini bekerjasama dengan instansi terkait, diharapkan dapat membantu kelancaran proses penelitian. Dengan dikpora dan dinas pendidikan biasa memfasilitasi pertemuan dan diskusi dengan para pengawas SD dan pengawas SLB. Dengan para kepala sekolah dapat memfasilitasi diskusi dengan para guru dan pengelola penyelenggara pendidikan inklusif. Dengan pokja inklusi di Prop DIY, dapat memfasilitasi diskusi dan sharing pemikiran tentang penyelenggara pendidikan inklusif tingkat SD.
3.  Dalam perangkat kasar dan lunak, telah tersedia alat-alat transportasi, misalnya mobil yang dimiliki tim peneliti, komputer untuk kelancaran administrasi dan pengolahan data. Sumber daya manusia dalam penelitian ini melibatkan dari berbagai tim ahli, misalnya: pengawas, praktisi, dan staf pengajar di Jurusan Pendidikan Luar Biasa dan Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY.

Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, adalah amanah. Amanah tentang pendidikan inklusif sudah selayaknya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Peraturan menteri pendidikan nasional yang berisi pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud secara keseluruhan terdiri atas 15 pasal. Sebagaimana permendiknas tersebut sudah sangat jelas, bahwa setiap kabupaten kota atau kecamatan harus ada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. Permendiknas tersebut sesungguhnya adalah memberikan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sebagai warga negara Indonesia. Oleh karenanya pendidikan inklusif merupakan isu dan kebijakan pendidikan yang menarik untuk dikaji.

Berbicara tentang anak berkebutuhan khusus adalah realitas, perbedaan individu juga realitas. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang memiliki kesamaan seratus persen baik fisik maupun kemampuannya. Oleh karena itu, sangatlah tepat bila dalam teori psikologi ataupun dalam teori organisasi seperti sekarang ini perbedaan individu mulai banyak mendapatkan perhatian dan kajian. Dalam teori psikologi pendidikan, Woolfolk (2008), dalam bukunya bagian pertama telah menjelaskan dengan sangat rinci pada klaster keempat membahas tentang perbedaan pembelajar dan kebutuhan pembelajaran. Modul ke-9 membahas tentang perbedaan individual: intelegensi, pemrosesan kognitif, dan gaya pembelajaran. Begitu pula dalam modul ke-10, Woolfolk secara khusus membahas tentang integrasi dan inklusi: mengajar semua anak di kelas masa kini.

Dalam teori organisasi, George dan Jones (2012), dalam bukunya Understanding and Managing Organizational Behavior. Secara khusus George dan Jones membahas tentang perbedaan individual sebagaimana telah dibahas dalam bagian pertama bab kedua tentang individual differences: personality and ability. Walaupun didalamnya tidak secara khusus menyebut tentang individu berkebutuhan khusus, namun adanya perbedaan kepribadian dan kemampuan disadari dapat menjadi dasar dalam perilaku organisasi. Pada akhir bab kedua, George dan Jones menjelaskan tentang mengelola perbedaan kemampuan dalam organisasi yang meliputi seleksi, penempatan, dan pelatihan. Dengan adanya perbedaan individu dan kepribadian tentu akan mempengaruhi keberlangsungan organisasi.

Robbins & Judge (2007), menyadari tentang peran individu dalam perilaku organisasi, Robbins secara jelas dan gamblang membahas tentang dasar-dasar perilaku individu sebelum berbicara kelompok. Ini berarti bahwa perbedaan individu itu ada dan nyata. Setiap individu tentu saja berbeda dalam banyak hal seperti penampilan, kepribadian, kemampuan, dan lain-lain. Robbins membedakan kemampuan menjadi kemampuan intelektual dan kemampuan fisik, dan masing-masing memberikan sumbangan pada perbedaan individu.  Secara detail Robbins menyadari bahwa perbedaan individual tersebut akan memberikan sumbangan atau pengaruh pada kelompok dalam perilaku organisasi. Sikap, kepuasan, nilai, persepsi, emosi dan suasana hati tentu saja sangat disumbang oleh pribadi atau individu. Itulah era kesadaran untuk memahami arti penting adanya perbedaan individu di dunia ini.

Menyadari akan adanya perbedaan individu, maka dalam dunia pendidikanpun seharusnya berupaya untuk memberikan layanan pendidikan sesuai dengan kondisi peserta didik. Sebagai inti dari kegiatan pendidikan adalah kegiatan pembelajaran (KBM), maka perbedaan individu dalam kegiatan pembelajaran di kelas juga harus diperhatikan.  Setidaknya Evertson dan Emmer (2009), dalam bukunya “Manajemen Kelas untuk Guru Sekolah Dasar” telah memulai memperhatikan perbedaan individu tersebut. Dalam pemikiran Evertson dan Emmer, telah mengupas tentang mengelola perilaku bermasalah dan mengelola kelompok berkebutuhan khusus pada bab 9 dan 10 dalam buku tersebut. Bagaimana mengidentifikasi kelompok berkebutuhan khusus, dan strategi bagi perbedaan individu merupakan permasalahan penting dalam mengelola kelas.

Anak berkebutuhan khusus adalah ada adanya, sebagai kaum minoritas keberadaannya sering terabaikan seolah-olah ditiadakan. Menjadi anak berkebutuhan khusus “yang kurang” bukanlah kebanggaan. Menjadi anak berkebutuhan khusus juga bukanlah pilihan, dan ini juga bukan berarti sebagai bentuk pengampunan dosa dari kedua orang tua atau leluhurnya. Anak berkebutuhan khusus akan selalu ada dan keberadaannya ada sejak jaman kenabian hingga saat inipun belum banyak mendapatkan perhatian. Dalam dunia pendidikan di Indonesia misalnya, manajemen pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus pun seharusnya mulai menjadi bagian dari konsentrasi pengkajian/bahasan.  

Imron (2011), dalam bukunya manajemen peserta didik berbasis sekolah, sesungguhnya sudah mulai menyinggung tentang perbedaan individu. Sebagaimana dalam latar belakang MPDBS disebutkan bahwa: Secara sosiologis, peserta didik mempunyai kesamaan-kesamaan. Kesamaan-kesamaan itu dapat ditangkap dari kenyataan bahwa mereka sama-sama anak manusia. ....Walaupun anak-anak manusia tersebut diyakini mempunyai kesamaan-kesamaan, ternyata jika dilihat lebih jauh sebenarnya berbeda. .... Adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan yang sama dan berbeda itulah yang melahirkan pemikiran pentingnya pengaturan. 

Begitu pula dalam wacana pengelompokan, Imron (2011), menjelaskan bahwa pengelompokan atau grouping adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristik-karakteristiknya. ...bahwa pengelompokan bukan dimaksudkan untuk mengkotak-kotakkan peserta didik, melainkan justru bermaksud membantu mereka agar dapat berkembang seoptimal mungkin. Lebih lanjut dijelaskan bahwa salah satu jenis pengelompokan adalah pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus (special need grouping), yaitu pengelompokan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan khusus peserta didik. Peserta didik yang sebenarnya sudah tergabung dalam kelompok-kelompok, dapat membentuk kelompok baru untuk belajar keterampilan khusus. Dalam konteks ini, kesadaran akan keberadaan anak berkebutuhan khusus sesungguhnya telah timbul, namun bagaimana proses pengaturan atau pengelolaan selanjutnya, diperlukan pengkajian.

Walaupun beberapa ahli manajemen pendidikan seperti di atas mulai menyinggung layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, namun kajian mendalam versi Indonesia masih sulit didapatkan. Padahal keberadaan anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan hak pendidikan ini, sudah jelas ada payung hukumnya. Sebagaimana dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) pada pasal 5 ayat (2) bahwa setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, dan ayat (4) bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Begitu pula dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut, pada bagian kesebelas tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Telah dijelaskan pada pasal 32, bahwa (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. dan (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Konsep diantara keduanya yang berbeda ini sering dicampuradukan, dengan demikian perbedaan konsep tersebut perlu pemahaman secara benar.

Pendidikan khusus adalah layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dalam proses penyelenggaraan pendidikan khusus, banyak model atau bentuk yang dapat diikutinya. Model atau bentuk layanan ini sangat bergantung dari berat ringannya kondisi anak berkebutuhan khusus yang bersangkutan. Salah satu model layanan pendidikan khusus adalah pendidikan inklusif. Ada beberapa kelebihan dari bentuk layanan pendidikan inklusif, dibandingkan dengan model lainnya seperti segregasi. Bentuk pendidikan inklusif memiliki kelebihan, namun dalam implementasinya membutuhkan dukungan dan keberterimaan dari banyak pihak, dan memerlukan dukungan akademik yang kuat. 

Pendidikan inklusif  di Indonesia telah diperkuat dengan adanya permendiknas nomor 70 tahun 2009 sebagaimana telah dibahas di atas. Peraturan tentang pendidikan inklusif ini sudah berjalan hampir lima tahun, dan dalam perkembangan implementasinya dimasing-masing kabupaten kota sangat bervariasi. Peraturan kebijakan yang menyejukkan bagi anak berkebutuhan khusus dalam pemenuhan hak-hak pendidikan tersebut seharusnya terus disosialisasikan untuk diimplementasikan. Permendiknas tentang pendidikan inklusif  adalah kebijakan untuk dilaksanakan. Sebagaimana di Kota Yogyakarta, bahkan sebelum keluarnya permendiknas tersebut telah lebih dulu mengeluarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Kota Yogyakarta. Adanya permendiknas nomor 70 tersebut, Kota Yogyakarta semakin intensif dan mantap mengamankan kebijakan pendidikan inklusif dengan terbitnya petunjuk teknis guna mendukung suksesnya penyelenggaraan pendidikan inklusif.  Untuk melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif tersebut tentunya diperlukan berbagai dukungan.

Kota Yogyakarta dapat dipandang sebagai salah satu kota yang sangat responsif dalam upaya keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif, minimal dibandingkan dengan empat kabupaten lain yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta sampai saat ini terus melakukan sosialisasi dan berupaya untuk dapat melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif diberbagai satuan pendidikan baik di tingkat atau jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, maupun di sekolah menengah. Sebagaimana dalam teori kebijakan, implementasi kebijakan seperti pendidikan inklusif ini tentu terkait dengan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan apa dampak dari isi kebijakan. Dengan demikian implementasi kebijakan inklusif sebagai proses monitoring kebijakan adalah hal penting yang sangat diperlukan dalam mengendalikan suatu kebijakan.

Pendidikan inklusif adalah kebijakan, tidak saja kebijakan di tingkat nasional namun juga kebijakan di Kota Yogyakarta. Suatu kebijakan tentu saja akan menghadirkan adanya pro dan kontra. Sebagaimana dipahami bahwa implementasi kebijakan berkaitan dengan siapa yang terlibat, apa yang dikerjakan, dan apa dampak dari isi kebijakan. Untuk itu implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta ini diperlukan adanya monitoring dan evaluasi yang akhirnya sebagai bahan dalam merumuskan rekomendasi. Dengan adanya kenyataan ini, penulis bermaksud mengetahui implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta. Hasil perekaman atau potret penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Yogyakarta ini tentunya sangat berarti dalam kajian analisis isu dan kebijakan pendidikan, disamping itu juga diharapkan dapat bermanfaat dalam kajian manajemen pendidikan anak berkebutuhan khusus.
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Gambar 1.  Kerangka  konsep pengembangan model pengelolaan kelas inklusif
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